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ABSTRACT

Land has an important and strategic role for human life. Land is interpreted as a source of life for humans
because this is where humans live, continue their descendants, and carry out various activities on the ground so
that humans are always in contact with the ground. Given the importance of land for human life and
considering that land prices are always increasing, humans always try their best to own and control land in
order to meet their needs and improve their welfare. So that the land owned by someone is not taken or taken by
another person, proof of ownership of the right to the land is needed, which is called the right of ownership. The
method of obtaining land ownership rights can occur due to the transfer of land rights, due to legal actions and
by means of transfer of land rights due to legal events. For the transfer of land rights, an authorized official is
needed to manage the transfer of rights. The official in question is the Land Deed Making Officer (PPAT).
Based on this, the researcher will conduct research on the Role of Land Deed Making Officials (PPAT) in the
Registration of Land Ownership Rights. To find out, in this research, the author uses an empirical juridical
legal research type. This legal research will see how the implementation of Government Regulation Number 24
of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of
the Position of Land Deed Officials in carrying out their positions for registration of changes in land ownership
rights. The data used are primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting semi-
structured interviews with PPAT. Secondary data is needed to add insight to the researcher and as a basis for
conducting this research. The data that has been collected will be analyzed qualitatively so that it can describe
the role of PPAT in the registration of property rights on land. The role of the Land Deed Maker Official
(PPAT) in registering changes in land ownership rights is to make an authentic deed in the form of a sale and
purchase deed, if the transfer of land rights occurs due to legal actions such as buying and selling and then
taking care of the registration procedure with the Land Agency. As for the transfer of land rights due to legal
events, the PPAT only plays a role in taking care of the registration procedure with the Land Agency.
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ABSTRAK

Tanah mempunyai peran yang penting dan strategis bagi kehidupan manusia. Tanah dimaknai sebagai sumber
kehidupan bagi manusia karena disinilah manusia hidup, melanjutkan keturunannya, serta melakukan berbagai
aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Cara memperoleh Hak
Milik Atas Tanah dapat terjadi karena peralihan hak atas tanah, karena perbuatan hukum dan dengan cara
peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum. Untuk peralihan hak atas tanah tersebut diperlukan seorang
pejabat yang berwenang dalam melakukan kepengurusan peralihan hak tersebut. Pejabat yang dimaksud adalah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian
tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. Untuk
mengetahui hal tersebut maka dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris.
Penelitian hukum ini akan melihat bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam menjalankan jabatannya untuk pendaftaran perubahan hak milik atas tanah. Data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara semi terstruktur
dengan PPAT. Data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan peneliti dan sebagai dasar untuk
melakukan penelitian ini. Data yang sudah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat
menggambarkan peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pendaftaran perubahan hak milik atas tanah adalah membuat akta autentik berupa akta jual beli,
apabila peralihan hak atas tanah terjadi karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli dan kemudian
mengurus prosedur pendaftaran ke Badan Pertanahan. Sedangkan untuk peralihan hak atas tanah karena
peristiwa hukum maka PPAT hanya berperan untuk mengurus prosedur pendaftaran ke Badan Pertanahan.

Kata_Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendaftaran Perubahan Hak Milik Atas Tanah

16


mailto:yulianizwana@yahoo.com

ISSN: 2502-1672

1. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peran yang penting dan
strategis bagi kehidupan manusia. Tanah
dimaknai sebagai sumber kehidupan bagi
manusia karena disinilah manusia hidup,
melanjutkan keturunannya, serta
melakukan berbagai aktivitas diatas tanah
sehingga setiap saat manusia selalu
berhubungan dengan tanah. Setiap orang
memerlukan tanah tidak hanya pada masa
hidupnya, namun pada saat meninggalpun
manusia membutuhkan tanah guna tempat
peristirahatannya atau  penguburanya.
Selain itu jika ditinjau dari segi ekonomi,
tanah menjadi komoditi yang mempunyai
nilai ekonomi yang sangat tinggi karena
tanah mempunyai sifat tetap dan dapat
dipergunakan pada masa yang akan datang
(J. Andy Hartanto : 46).

Kebutuhan manusia akan tanah dari waktu
kewaktu semakain meningkat sejalan
dengan  perkembangan pembangunan,
pertambahan penduduk dan kemajuan
ekonomi.  Ketidakseimbangan  antara
permintaan akan tanah yang semakin
meningkat, dengan Kketersediaan tanah
yang terbatas, menjadiakan harga tanah
selalu mengalami kenaikan. Mengingat
pentingnya tanah bagi kehidupan manusia
dan mengingat pula harga tanah selalu
mengalami kenaikan , maka manusia
selalu berupaya semaksimal mungkin
untuk memiliki dan mengusai tanah demi
memenuhi  kebutuhan hidupnya serta
meningkatkan  kesejahteraannya.  Agar
tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak
direbut atau diambil oleh orang lain maka
diperlukanlah bukti kepemilikan hak atas
tanah tersebut yang disebut dengan hak
milik.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, yang lebih dikenal dengan
singkatan  UUPA, Pasal 20 ayat (1)
menyebutkan bahwa *“ Hak milik adalah
hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh
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yang dapat dipunyai orang atas tanah,
dengan mengingat ketentuan dalam pasal
6” kemudian pada ayat (2) disebutkan
“Hak milik dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain.” Dengan demikian
dapat diartikan bahwa hak milik adalah
hak turn-temurun yang maksudnya adalah
hak milik dapat diwariskan oleh pemegang
hak kepada ahli warisnya. Selanjutnya
disebut bahwa hak milik adalah hak
terkuat dan terpenuh, maksud dari kata-
kata tersebut menujukan bahwa diantara
hak-hak atas tanah, hak milik adalah hak
yang paling kuat dan paling penuh dan
bukan berati hak tersebut bersifat mutlak,
tidak terbatas dan tidak dapat diganggu
gugat. Hak milik sebagai hak yang terkuat
dibanding dengan hak atas tanah lainya
berarti hak milik tidak mudah dihapus dan
lebih  mudah dipertahankan terhadap
ganguan dari pihak lain (Adrian Sutedi :
60).

Cara memperoleh Hak Milik Atas Tanah
dapat terjadi karena peralihan hak atas
tanah  karena perbuatan hukum dan
dengan cara peralinan hak atas tanah
karena peristiwa hukum. Yang dimaksud
peralihan hak atas tanah karena perbuatan
hukum adalah peralihan hak atas tanah
yang terjadi karena perbuatan hukum yang
dilakukan para pihak. Perbuatan hukum
yang menyebabkan beralihnya hak atas
tanah tersebut antara lain jual beli, tukar-

menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dan pembagian hak bersama.
Sedangkan yang dimaksud dengan

peralihan hak atas tanah karena peristiwa
hukum vyaitu peralihan hak yang terjadi
karena meninggalnya seseorang. Akibat
dari meninggalnya seseorang, maka hak
atas tanah yang dimilikinya secara hukum
akan beralih kepada ahli warisnya (M.
Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis : 79).

Salah satu cara beralihnya hak milik
karena perbuatan hukum adalah jual beli.
Pengertian jual beli menurut ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1457 adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu
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berjanji mengikatkan diri untuk
menyerahkan suatu benda dan pihak yang
lainya berjanji untuk membayar harga
yang telah diperjanjikan. Dalam jual beli
ada dua subjek yaitu penjual dan pembeli,
yang masing-masing mempunyai
kewajiban dan hak, Kewajiban bagi
penjual adalah hak bagi pembeli dan juga
sebaliknya, kewajiban si pembeli adalah
hak bagi penjual. Ini berhubungan dengan
sifat timbal balik dari persetujuan jual beli
(Werdering overenkomst) (Idris Zainal :
36).

Untuk peralihan hak atas tanah tersebut

diperlukan  seorang  pejabat  yang
berwenang dalam melakukan
kepengurusan peralihan hak tersebut.

Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT
adalah salah satu profesi yang dilakukan
oleh orang hukum yang berkaitan dengan
dokumen resmi tentang tanah. PPAT
sendiri di bagi menjadi tiga, yaitu PPAT
Umum, PPAT Khusus, dan PPAT
Sementara (Lubang Tobing 28).
Pengertian dari masing-masing PPAT
tersebut  terdapat dalam  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka (1),
(2), dan (3) sebagai berikut ;

1. Pengertian Umum PPAT adalah pejabat
umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai
perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik satuan rumah
susun.

2. PPAT Khusus adalah PPAT vyang
ditunjuk karena PPAT yang
bersangkutan sedang dalam program
pemerintah atau mengerjakan tugas
pemerintahan.

3. PPAT Sementara merupakan PPAT
yang melaksanakan tugas untuk
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membuat akta di daerah yang belum
cukup terdapat PPAT.

Ada beberapa tugas yang dilakukan oleh
PPAT vyaitu melakukan kegiatan seperti
pendaftaran tanah dengan membuat akta
yang menjadi bukti telah dilakukan
perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun yang akan dijadikan dasar
untuk pendaftaran tanah yang diakibatkan
olen perbuatan hukum (Muhammad
Yamin Lubis : 27).

Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran
materil dan kebenaran formil dalam setiap
akta peralihan hak atas tanah dan
bangunan serta berperan juga untuk
memeriksa  kewajiban-kewajiban  para
pihak yang harus depenuhi berkaitan
dengan peralihan hak tersebut. Tanggung
jawab PPAT terhadap akta otentik hanya
mencatat atau  menuangkan  suatu
perbuatan hukum vyang dilakukan oleh
pihak atau penghadap ke dalam suatu akta
(Muhammad Yamin Lubis : 29).

Dengan demikian tugas dan fungsi PPAT
adalah berhubungan dengan peralihan hak
milik karena perbuatan hukum sehingga
terjadi peralihan hak milik dari penjual
kepada pembeli. Berdasarkan hal tersebut
maka peneliti akan melakukan penelitian
tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Hak
Milik Atas Tanah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka
jenis penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris. Yuridis empiris adalah
penelitian ~ yang  dilakakan untuk
menganalisa  bagaimana aturan/hukum
berlaku secara efektif. Dalam hal ini
Yuridis digunakan untuk menganalisa
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berbagai peraturan perundang — undangan
tentang peran PPAT dalam pendaftaran
hak atas tanah, sedangkan empiris
dipergunakan untuk menganalisa
bagaimana masyarakat sadar hukum dalam
hal pendaftaran hak atas tanah.

1.2. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer
Data primer adalah data yang
diperoleh dari penelitian langsung
melalui wawancara dengan pihak-
pihak yang terkait dengan pendafratan
peralihan hak atas tanah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang
memberikan  penjelasan  mengenai
bahan hukum primer yaitu berupa
literatur yang sesuai dengan masalah

penelitian, hasil penelitian berupa
laporan tertulis serta makalah-
makalah, tulisan ilmiah yang ada

kaitannya dengan penelitian ini. Data
sekunder merupakan data yang
diperoleh dengan penelitian library
research vyaitu dari bahan-bahan
perpustakan yang mencakup tentang:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-
bahan yang mengikat peraturan

perundang-undangan dan
peraturan pelaksanaan lainnya
yang berhubungan dengan

penelitian. Bahan hukum primer
yang digunakan dalam penelitian
ini adalah: Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Undang-undang Pokok
Agraria Nomor 5 tahun 1960
(UUPA), Kitap Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPerdata)
dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2016 Teantang Prubahan
Atas Peraturan  Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang
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Peraturan Jabatan Pembuat Akata
Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder adalah
bahan yang memberikan
penjelasan  mengenai  bahan
hukum primer vyaitu berupa
literatur yang sesuai dengan
masalah penelitian, hasil
penelitian yang berupa laporan
tertulis serta makalah-makalah,
tulisan ilmiah yang ada kaitannya
dengan penelitian.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum Tersier vaitu
bahan yang memberikan petunjuk
maupun  penjelasan  terhadap
bahan  hukum  primer dan
sekunder seperti kamus hukum,
majalah, dan koran.

1.3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperolen dan mengumpulkan

data dilakukan dengan cara sebagai
berikut:
1.4, Wawancara yang dilakukan adalah

wawancara semi struktur yaitu disamping
menyusun pertanyaan penulis juga akan
mengembangkan pertanyaan lain yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Wawancara dilakukan dengan Pejabat
Pembuat Akta Tanah.

1.5. Studi dokumen yaitu mempelajari
bahan-bahan yang ada dikepustakaan
atau literatur yang ada berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

3. HASIL  PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Peranan Pejabat Pembuat Akta
Tanah Dalam Pendaftaran

Perubahan hak Milik Atas Tanah

Rumusan pendaftaran tanah diatur dalam
Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
1997. Pendaftaran Tanah merupakan
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rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah  secara  terus  menerus
berkesinambungan dan teratur meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan
dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis dalam bentuk peta dan
daftar mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan rumah susun termasuk pemberian
surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah
yang sudah ada haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu
yang membebaninya. Bidang tanah adalah
bagian permukaan bumi yang merupakan
suatu bidang yang terbatas (Muhammad
Akbar : 63).

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia
kata pendaftaran berasal dari suku kata
“daftar” yang mendapat awalan pe-,
sisipan -n dan akhiran -an adalah
pencatatan nama, alamat sebagainya dalam
daftar: perihal mendaftar mendaftarakan.
Dalam proses pendaftaran tanah Pasal 9
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
mengatur mengenai obyek pendaftaran
tanah meliputi :

a. Bidang bidang tanah yang dipunyai
dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ;
Tanah Hak Pengelolaan ;

Tanah Wakaf ;

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ;
Hak Tanggungan ;

Tanah Negara.

D OO0 T

Pendaftaran tanah merupakan prasyaratan
dalam upaya menata dan mengatur
peruntukan, penguasaan, pemilikan dan
penggunaan tanah  termasuk  untuk
mengatasi berbagai masalah pertanahan.
Pendaftaran tanah ditunjukan  untuk
memberikan kepastian hak dan
perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah dengan pembuktian sertipikat
tanah, sebagai instrument untuk penataan
penguasaan dan pemilikan tanah serta
sebagai instrument pengendali dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah
(Adrian Sutedi : 59).
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Pendaftaran tanah dapat dibedakan
menjadi dua yaitu pendaftaran tanah untuk
pertama kali dan pemeliharaan data
pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah
untuk pertama kali adalah kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap
obyek pendaftaran tanah yang belum
didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah
No.10 Tahun 1961 atau 18 Pasal 9
Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997
mengatur mengenai obyek pendaftaran
tanah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan
pemeliharaan data pendaftaran tanah
merupakan kegiatan pendaftaran tanah
untuk menyesuaikan data fisik dan data
yuridis dalam peta pendaftaran, daftar
tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah,
dan sertipikat karena adanya perubahan-
perubahan yang terjadi kemudian (jayadi
Setiabudi : 67)

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi
sebagai berikut :

a. Bidang fisik, yaitu pengukuran,
pemetaan dan pembukuan yang

menghasilkan
dan surat ukur ;

b. Bidang yuridis, yaitu pendaftaran hak-
hak atas tanah,peralihan hak dan
pendaftaran atau pencatatan dari hak-
hak lain yaitu baik hak atas tanah
maupun jaminan, serta beban-beban
lainnya ;

c. Penerbitan surat tanda bukti hak yaitu
sertifikat ;

peta-peta pendaftaran

Dan dasar Hukum vyang lainya dalam
Prosedur  Pelaksanaan Balik Nama
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, untuk
dapat memberikan jaminan kepastian
hukum, dalam prosedur pelaksanaan balik
nama sertifikat hak milik atas tanah
diterbitkan  Peraturan  Undang-Undang
yang berlaku masa pembangunan jangka
Panjang (Surya Kurtoyono : 34).
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Adapun dasar hukum dari Prosedur
Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak
Milik Atas Tanah:

1.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33
ayat 3, menyebutkan bahwa:*“Bumi air
dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar besar
kemakmuran rakyat”.

Undang-Undang  Pokok  Agraria
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria.

a) Pasal 19 Ayat (1)

“Untuk menjamin kepastian hukum
oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur  dengan
Peraturan Pemerintah.”

b) Pasal 23 ayat (1 dan 2)

1) Hak milik demikian pula setiap
peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak
lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam pasal 19.

2) Pendaftaran termasuk dalam
ayat (1) merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai
hapusnya Hak Milik serta
sahnya peralihan dan
pembebanan hak tertentu.

3)

c) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah:

a. Pasal 1 ayat (1) “Pendaftaran
tanah adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus-menerus,
berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan,
pengolahan,pembukuan, dan
penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah
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dan satuan rumah  susun,
termasuk pemberian sura tanda
bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas
satuan rumah susun tentang hak-
hak tertentu yang
membebaninya.

. Pasal 37 ayat (1 dan 2):

1) Peralihan hak atas tanah dan
hak milik atas satuan rumah
susun melalui jual beli, tukar
menukar hibah, pemasukan
dalam  perusahaan, dan
perbuatan hukumpemindahan
hak lainnya, kecuali
pemindahan hak lainnya
melaluilelang, hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan
dengan akta  yangdibuat
PPAT vyang  berwenang
menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan  yang
berlaku.

2) Dalam  keadaan tertentu
sebagaimana yang ditentukan
olenh Menteri Kepala Kantor
Pertanahan dapat mendaftar
pemindahan hak atas bidang
tanah Hak Milik, yang
dilakukan diantara
perorangan Waega Negara
Indonesia yang dibuktikan
dengan akta yang tidak
dibuat oleh PPAT, tetapi
menurut  Kepala  Kantor
Pertanahan tersebut kadar
kebenarannya dianggap
cukup mendaftar pemindahan
hak yang bersangkutan.

c. Pasal 40 ayat (1 dan 2)

1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari  kerja sejak tanggal
ditandatanganinya akta yang
bersangkutan, PPAT wajib
menyampaikan akta yang
dibuatberikyt dokumen-
dokumen yang bersangkutan
kepada Kantor Pertanahan
untuk didaftar.”
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2)  PPAT wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai
telah  disampaikannya akta
sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) kepada para pihak
yang bersangkutan.

d. Pasal 46 ayat (1, 2 dan 3)

1) Kepala Kantor Pertanahan
menolak untuk melakukan
pendaftaran peralihan atau
membebankan hak, jika salah
satu syarat dibawah ini tidak

terpenuhi:
a. Sertifikat  atau surat
keterangan tentang

keadaan hak atas tanah
tidak sesuai lagi dengan
daftar-daftar yang ada
pada Kantor Pertanahan.

b. Perbuatan hukum
sebagaimana  dimaksud
dalam pasal 37 ayat (1)
tidak dibuktikan dengan
akta PPAT atau kutipan
risalah lelang sebagaimana
diamksud dalam pasal 41,

kecuali dalam keadaan
tertentu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 37
ayat (2)

c. Dokumen yang diperlukan
untuk pendaftaran
peralihan atau
pembebanan hak yang
bersangkutan tidak
lengkap.

d. Tidak dipenuhi syarat lain
yang ditentukan dalam
peraturan perundang-
undangan yang
bersangkutan.

e. Tanah yang bersangkutan
merupakan obyek
sengketa di pengadilan.

f. Perbuatan hukum yang
dibuktikan dengan akta
PPAT batal atau
dibatalkan oleh putusan
pengadilan yang telah
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memperoleh kekuatan
hukum tetap.

g. Perbuatan hukum
sebagaimana  dimaksud

dalam pasal 37 ayat (1)
dibatalkan oleh para pihak
sebelum didaftar oleh
Kantor Pertanahan.

2) Penolakan Kepala Kantor
Pertanahan dilakukan secara
tertulis, dengan menyebut
alasan-alasan penolakan itu.

3) Surat penolakan disampaikan
kepada yang berkepentingan,
disertai oengambilan berkas
permohonannya, dengan
salinan kepada PPAT atau

pada kantor lelang yang
bersangkutan.
d) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang ketentuan Pelaksanaan
Peralihan Pemerintah Nomor 24
TAHUN 1997 (Pendaftaran
Tanah).

e) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional (PERKABAN
) Republik Indonesia No.1 Tahun
2010 tentang Standar Pengaturan
dan Pelayanan Pertanahan.

Cara memperoleh Hak Milik Atas Tanah
dapat terjadi karena peralihan hak atas
tanah  karena perbuatan hukum dan
dengan cara peralihan hak atas tanah
karena peristiwa hukum. Yang dimaksud
peralihan hak atas tanah karena perbuatan
hukum adalah peralihan hak atas tanah
yang terjadi karena perbuatan hukum yang
dilakukan para pihak. Perbuatan hukum
yang menyebabkan beralihnya hak atas
tanah tersebut antara lain jual beli, tukar-

menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dan pembagian hak bersama.
Sedangkan yang dimaksud dengan

peralihan hak atas tanah karena peristiwa
hukum vyaitu peralihan hak yang terjadi
karena meninggalnya seseorang.
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Untuk peralihan hak atas tanah tersebut

diperlukan  seorang  pejabat  yang
berwenang dalam melakukan
kepengurusan peralihan hak tersebut.

Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan
cara perolehan hak milik atas tanah maka
peranan pejabat pembuat akta tanah adalah

i. Peralihan hak atas tanah Kkarena
perbuatan hukum (jual beli)

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor | / 2006 disebutkan bahwa : "PPAT
bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Pendaftaran Tanah dengan
membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas satuan rumah susunan yang akan
dijadikan ~ dasar  bagi  pendaftaran
perubahan data Pendaftaran Tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
Berdasarkan pasal ini diketahui bahwa
peranan PPAT adalah membuat akta
autentik berupa akta jual beli. Akta ini
menerangkan bahwa telah terjadi jual beli
antara pemilik hak (penjual) dengan
pembeli.

Dalam hal ini, Kklien PPAT harus

melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

Surat permohonan balik nama

Surat kuasa

Akta jual beli dari PPAT

Sertifikat tanah asli

Foto copy KTP pihak pembeli dan

penjual

f. Bukti pelunasan Surat Setor Pajak-
Pajak Penghasilan (SPP-PPh)

g. Bukti pelunasan surat setor bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan
(SSBPHTB)

®o0 o

2. Peralihan hak atas tanah karena
peristiwa hukum ( pewarisan)
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Untuk pengurusan pendaftaran perubahan

hak milik tanah, maka ahli waris harus

melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat pemohonan balik nama

b. Foto copy KTP pemohon atau seluruh
ahli waris

c. Foto copy KK pemohon atau seluruh
ahli waris

d. Surat keterangan waris

e. Surat kuasa

f. Sertifikat tanah asli

g. Bukti pelunasan Surat Setor Pajak-
Pajak Penghasilan (SPP-PPH)

h. Bukti pelunasan Surat Setor bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSBPHTB)

Adapun prosedur yang dilakukan oleh
PPAT dalam pendaftaran peralihan hak
atas tanah ini adalah :

Setelah semua persyaratan surat-surat
dilengkapi oleh pemohon, maka PPAT
akan mendaftarkan permohonan ke kantor
pertanahan untuk diproses.

4. KEAIMPULAN

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam pendaftaran perubahan hak
milik atas tanah adalah membuat akta
autentik berupa akta jual beli, apabila
peralihan hak atas tanah terjadi karena
adanya perbuatan hukum seperti jual beli
dan  kemudian  mengurus  prosedur
pendaftaran ke Badan Pertanahan.
Sedangkan untuk peralihan hak atas tanah
karena peristiwa hukum maka PPAT
hanya berperan untuk mengurus prosedur
pendaftaran ke Badan Pertanahan.
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